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Abstract. Literary works offer an in-depth and subjective perspective on a historical event.
Historical events that may not be fully documented can be revived through literary works. This
research aims to find a reflection of the history of the New Order using the Newhistoricism
approach formulated by Greenblatt (1980) in Leila S. Chudori's latest work entitled Namaku Alam
(2023). This research is a type of qualitative descriptive research using content analysis
techniques. Based on the nature of the new historicism approach, data collection was carried out
using a parallel reading method between literary and non-literary texts. Data analysis technigues
were carried out using archaeological methods and in-depth description methods. The results of
the research prove that the historical events of the New Order that were discovered included the
arrest of people who were related to the PKI along with the negative stigma received by political
prisoners and their descendants; personal hygiene and environmental cleanliness policies;
supervision of people's reading; and petition 50.
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Abstrak. Karya sastra menawarkan perspektif yang mendalam dan subyektif terhadap sebuah
peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang belum terdokumentasikan secara lengkap, dapat
disempurnakan oleh teks sastra. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan refleksi sejarah
Orde Baru dengan menggunakan pendekatan New Historicism yang dirumuskan Greenblatt
(1980) dalam karya terbaru Leila S. Chudori yang berjudul Namaku Alam yang diterbitkan oleh
Penerbit Gramedia di tahun 2023. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif
dengan menggunakan teknik analisis isi. Berdasarkan sifat pendekatan New Historicism,
pengumpulan data dilakukan dengan metode pembacaan paralel antara teks sastra dan non-sastra.
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode arkeologi dan metode deskripsi
mendalam. Hasil penelitian membuktikan bahwa peristiwa sejarah Orde Baru yang ditemukan
dalam novel Namaku Alam meliputi penangkapan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan
PKI beserta stigma negatif yang diterima para tapol dan keturunannya; kebijakan bersih diri dan
bersih lingkungan; pengawasan terhadap bacaan rakyat; dan petisi 50. Peristiwa sejarah yang
ditemukan dalam novel Namaku Alam sejalan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di masa Orde
Baru.

Kata Kunci: Fakta sejarah; Leila S. Chudori; new historicism; novel
Pendahuluan
Keterkaitan antara sejarah dan sastra hingga saat ini masih terus didiskusikan antara

sastrawan dan sejarawan (Saxton, 2020: 13; White, 2014: 2). Kedua hal ini saling
berkaitan dan saling mempengaruhi dalam berbagai hal. Sejarawan terkadang
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menggunakan karya sastra sebagai sumber informasinya (Kuntowijoyo, 2006: 127) dan
seorang sastrawan sering menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang proses
kreatifnya (Lukéacs, 1989; Slotkin, 2005: 224-225). Seperti diketahui, objek yang layak
untuk dijadikan inspirasi penciptaan sebuah karya sastra adalah masyarakat dan segala
permasalahan yang terjadi, baik dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya, termasuk
sebuah peristiwa sejarah (Nanda & Hayati, 2020: 11). Sastra dapat menawarkan cara
pandang yang mendalam dan subyektif terhadap sebuah peristiwa sejarah. Dalam hal ini,
sebuah peristiwa sejarah yang mungkin tidak terdokumentasikan secara lengkap, dapat
dihidupkan kembali melalui karya sastra (Kuntowijoyo, 2004: 17; Stocker, 2019: 68).

Demikian pula dengan Leila S. Chudori, sastrawan yang juga seorang jurnalis,
mengambil inspirasi dari peristiwa sejarah, tokoh sejarah, konflik politik, dan konflik
sosial untuk mengembangkan alur cerita dan karakter dalam karya sastranya. Leila S.
Chudori yang lahir dan besar dalam lingkungan keluarga jurnalis membuat kebiasaan
membaca dan menulisnya menjadi semakin terasah. Berbagai hasil bacaan dengan tema-
tema filsafat, sosial, budaya, dan politik turut memperkaya proses daya cipta, kreativitas
berbahasa, dan daya imajinatifnya dalam mengemukakan pendapat atau pandangan
terhadap sebuah fenomena. Tidak mengherankan jika beberapa karya sastranya mendapat
penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tampak pada karya
sastranya yaitu novel Pulang (2012), novel Laut Bercerita (2017), Kumpulan cerpen 9
dari Nadira (2009a), Kumpulan Cerpen Malam terakhir (2009b), dan karya terakhirnya
di tahun 2023 adalah Namaku Alam (2023).

Pemahaman akan peristiwa sejarah di masa Orde Baru secara utuh dan mendekati
objektif masih penting untuk dilakukan. Mengingat hasil pemahaman sejarah Orde Baru
dapat menambah wawasan tentang kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta
dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman sejarah Orde Baru pun
dapat dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi
manusia. Diharapakan bangsa Indonesia tidak mengulangi peristiwa serupa dan
pemahaman akan sejarah dapat membentuk karakter bangsa dan rasa cinta kepada tanah
air (Mahardika, 2020: 5).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan refleksi sejarah Orde Baru dengan
menggunakan pendekatan New Historicism yang dirumuskan Greenblatt (1980, 1997)
dalam karya terakhir Leila S. Chudori yang berjudul Namaku Alam ang diterbitkan oleh
Penerbit Gramedia Pustaka di tahun 2023. Novel ini mengambil sudut pandang satu
karakter yang ada pada novel Pulang yaitu Segara Alam. Segara Alam merupakan anak
dari seorang tahanan politik. Ayahnya ditembak mati di masa Orde Baru karena dituduh
sebagai aktivis PKI. Segara Alam dan dua orang kakak perempuanya harus menjalani
hukuman sosial berupa stigma anak pengkhianat negara selama masa Orde Baru. Novel
ini menarik untuk diteliti karena banyak mendeskripsikan beberapa fakta sejarah di masa
Orde Baru.

Selama lima tahun terakhir, sudah banyak peneliti yang tertarik untuk mengkaji
karya-karya Leila S. Chudori. Akan tetapi yang mengkaji fakta sejarah dengan
menggunakan teori New Historicism masih sangat terbatas. Fakta sejarah lebih banyak
diteliti dengan menggunakan teori lain, seperti yang dilakukan Hoekema (2015), Zisykien
(2019), Prasetyo (2019) dan Hanifah & Robet (2022). Hoekema (2015) lebih menyoroti
persoalan traumatik terhadap peristiwa G-30-S-PKI yang dialami tokoh-tokoh dalam
novel Pulang. Zisykien (2019) mengkaji memori kolektif para aktivis 1998 pada novel
Laut Bercerita dengan menggunakan teori representasi Stuart Hall. Prasetyo (2019)
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menggunakan perspektif Max Webber untuk melihat dominasi pemerintah Orde Baru
pada novel Laut Bercerita. Sementara Hanifah&Robet (2022) berusaha membandingkan
novel Pulang dan Novel Dari dalam Kubur untuk melihat bentuk kekerasan budaya pasca
1965 dengan menggunakan gagasan Pierre Bourdieu.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Riana (2021), Muhibbuddin (2021) meski
sudah menggunakan teori New Historicism, namun sesuai dengan tujuan penelitiannya
hanya memfokuskan pada satu fakta sejarah saja. Riana (2021) memfokuskan pada
peristiwa sejarah di tahun 1998 yang tergambar dalam novel Laut Bercerita. Teori New
Historicism digunakan untuk menganalisis wacana yang berkembang pada periode
sebelum dan sesudah peristiwa 1998 yakni berupa pertarungan kekuasaan yang ternyata
memicu terjadinya gerakan mahasiswa. Pada penelitian ini, paralelitas antara teks sastra
dan non-sastra yang menjadi kerangka kerja dari teori New Historicism belum dilakukan
secara menyeluruh. Analisis hanya seputar temuan di dalam teks sastra saja. Begitu pula
yang dilakukan Muhibbuddin (2021) dalam mengkaji novel Laut Bercerita. Meskipun
penelitian tersebut menggunakan teori New Historicism akan tetapi fokus kajiannya lebih
menitikberatkan pada aksi gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat
yang tertindas dan situasi negara ketika krisis moneter.

Berdasarkan hasil penelusuran, belum ditemukan penelitian yang mengkaji objek
material novel Namaku Alam dan belum ditemukan penelitian yang memfokuskan pada
refleksi sejarah pada novel tersebut. Untuk itu, penelitian ini berangkat dari sebuah
permasalahan refleksi sejarah Orde Baru apa saja yang ditemukan dalam Namaku Alam.
dengan menggunakan pendekatan New Historicism yang dirumuskan Greenblatt (1980).

Pendekatan New Historicism adalah sebuah menekankan keterkaitan antara teks
sastra dengan teks non sastra serta berbagai pengaruh politik, sosial, ekonomi dan budaya
yang melingkupinya sebagaimana yang dijelaskan Greenblatt (1980). Dalam pendekatan
New Historicism peristiwa sejarah dinilai sebagai sebuah diskursus yang berusaha untuk
membaca sejarah melalui teks sastra. Dalam hal ini New Historicism menempatkan teks
sastra dalam kerangia teks non sastra. Dokumen-dokumen sejarah dianalisis sebagai teks
tersendiri (koteks) dan bukan sebagai konteks (Brannigan, 1998: 9). Menurut Greenblatt
dan Gallagher (2000: 434) yang juga dikutip (Wiyatmi, 2012: 8), pendekatan New
Historicism lebih memfokuskan pada anekdot, representasi, sejarah sebagai sebuah
rangkaian, hal kecil yang terabaikan dan analisis ideologis secara skeptis. Dengan
demikian sastra tidak dapat lepas dari praksis-praksis sosial, ekonomi, dan politik yang
ada di dalamnya.

Metode

Objek formal pada penelitian ini adalah fakta sejarah yang dideskripsikan pada
karya sastra sedangkan yang dijadikan sebgai objek material pada penelitian ini adalah
teks sastra dan teks non sastra. Teks sastra berupa novel Namaku Alam karya Leila
S.Chudori diterbitkan oleh Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia di tahun 2023.
Sementara itu, teks nonsastra yang digunakan adalah buku Indonesia dalam Arus Sejarah
Jilid 7 : Pascarevolusi dan Jilid 8 : Orde Baru dan Reformasi (Abdullah & Lapian, 2012)
terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve dan Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 karya
Ricklefs yang diterbitkan oleh penerbit Serambi (Ricklefs, 2001).
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Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang
menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisis fakta-fakta sejarah dalam karya-
karya Leila S. Chudori dengan melakukan kajian paralelitas yakni teks sastra dan teks-
teks berideologi serupa yang berkembang pada masanya. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan New Historicism yang menekankan keterkaitan
antara teks sastra dengan teks non sastra serta berbagai pengaruh politik, sosial, ekonomi
dan budaya yang melingkupinya sebagaimana yang dijelaskan Greenblatt (1980). Pada
proses pengumpulan data, pembacaan paralel (paralel reading) menjadi perlu dilakukan
agar jaringan kekuasaan, peran intelektual, dan fakta sejarah dalam novel dapat
terungkap. Pembacaan paralel terhadap teks-teks sastra dan teks nonsastra yang
mengemukakan diharapkan dapat mengaitkan keduanya dalam pembahasan wacana
sejarah, yang sama-sama muncul pada kedua teks yang berbeda tadi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode arkeologi dan metode
deskripsi mendalam (thick description). Metode arkeologi merupakan metode yang
diusung Foucault (2004) yang bertujuan untuk menggambarkan formasi-formasi diskursif
pada suatu periode dan menemukan aturan-aturan yang spesifik untuk formasi diskursif-
diskursif tersebut (Foucault, 2004: 97-98). Penggunaan metode arkeologi mendorong
munculnya episteme dari formasi-formasi diskursif tersebut. Pada akhirnya, dapat
diketahui cara teks-teks tersebut diciptakan dan dibentuk atau cara teks-teks itu
menciptakan sebuah wacana. Metode deskripsi mendalam (thick description) dilakukan
guna memahami novel Namaku Alam dengan mengupas makna yang terkandung secara
lapis demi lapis (Geertz, 2017: 27-28). Menurut Budianta (2006) penggunaan metode
deskripsi mendalam dimaksudkan agar dapat mengimbangi metode membaca dekat
(close reading) dengan menghubungkan kode-kode budaya yang terdapat dalam teks.
Teks tersebut dianalisis dengan cara merekonstruksi berbagai praksis dan struktur sosial
yang tidak secara khusus dirujuk oleh teks tersebut. Penggunaan metode deskripsi
mendalam diharapkan dapat mengungkapkan makna pada praksis budaya tertentu yaitu
interaksi berbagai wacana dengan berbagai elemen budaya (Bressler, 2011: 211).

Hasil dan Pembahasan

Novel Namaku Alam mengisahkan kehidupan anak seorang tahanan politik. Segara
Alam dan dua orang kakak perempuannya harus menjalani hidup dengan stigma yang
melekat sebagai anak pengkhianat negara. Ketika membaca novel ini, pembaca
diharapkan telah mengetahui pengetahuan sejarah secara umum khususnya tentang
peristiwa di seputar masa pemerintahan Orde Baru. Bagi pembaca yang tidak memiliki
pengetahuan sejarah Indonesia, maka akan sulit untuk memahami jalan cerita karena ada
beberapa fakta sejarah yang hanya disebutkan secara eksplisit saja. Berdasarkan temuan
data, ditemukan fakta sejarah Orde Baru berupa penangkapan simpatisan PKI dan stigma
PKI; bersih diri dan bersih lingkungan; pengawasan terhadap bacaan rakyat; dan petisi
50.

1. Penangkapan simpatisan PKI dan Stigma PKI

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Taum (2015) bahwa tragedi Gerakan 30
September (selanjutnya disingkat G30S) merupakan narasi yang digunakan oleh
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Pemerintah Orde Baru untuk menyebutkan peristiwa sejarah kelam. Tragedi G30S
dinarasikan sebagai peristiwa yang menimbulkan trauma tersendiri bagi bangsa
Indonesia. Namun pasca keruntuhan Orde Baru, masyarakat Indonesia diberikan peluang
untuk menyumbangkan kritikan maupun pandangan berbeda dari narasi yang telah
dibangun penguasa Orde Baru. Dalam novel Namaku Alam, pemerintah Orde Baru
digambarkan telah melakukan monopoli sejarah dan hanya memperbolehkan satu versi
sejarah G30S untuk diketahui masyarakat luas seperti pada kutipan berikut.

“Pencatatan sejarah negeri ini sangat buruk, Alam. Kita digenggam
penguasa, dan mereka yang menentukan arah sejarah Indonesia sesuai
dengan kepentingan mereka memelihara kekuatan dan kekuasaan.”
(Chudori, 2023: 20).

Sejarah yang dikembangkan pemerintah Orde Baru telah membungkam suara dari
pihak-pihak yang dianggap mengganggu dan mengancam pemerintahan militer yang
berkuasa. Pemerintah Orde Baru berusaha mengendalikan dan mengkoordinasi alur-alur
dari sebuah fakta sejarah yang turut memperkokoh dan melegitimasi posisi pemerintah
(Mahardika, 2020: 3; Nordholt et al., 2008: 3). Pembaharuan terhadap historiografi
peristiwa G30S diperlukan sehubungan dengan ditemukannya beberapa sumber baru dari
dalam maupun luar negeri (Chudori, 2023: 13). Mengingat mengingat bangsa Indonesia
belum secara masif memiliki tradisi menulis sejarah, maka sumber sejarah lisan tentang
G30S dinilai sangat diperlukan sebagai pelengkap dan penguat keterbatasan arsip tertulis.
Historiografi ini ditulis bukan hanya dari kacamata pemenang, tetapi juga dari kacamata
korban. Harapannya sejarah dapat bermanfaat sebagai media pembebasan bagi para
penyintas tragedi G30S.

Pasca peristiwa G30S, tepatnya di bulan Oktober 1965 terjadi penangkapan dan
pemenjaraan terhadap orang-orang yang dituduh memiliki afiliasi dengan PKI dan
organisasi yang berasaskan komunis (Abdullah & Lapian, 2012: 6; Ricklefs, 2001: 564);

Sejak pecah Peristiwa September 1965, ayahku diburu, dia dan
beberapa kawannya buron hingga akhirnya tertangkap tahun 1968. Dua
tahun kemudian, saat aku berusia lima tahun, dia dieksekusi (Chudori,
2023: 403).

Mereka ditahan dan menyandang gelar tahanan politik (tapol) atas tuduhan turut
melakukan kudeta di tanggal 30 September 1965 (Chudori, 2023: 153; Ricklefs, 2001:
583). Para tapol tersebut ada yang bukan fungsionaris PKI atau bagian dari organisasi
yang berasaskan komunis. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat
seperti politisi, militer, pejabat pemerintah, karyawan perusahaan, praktisi hukum, dosen,
wartawan dan sebagainya (Ahmadi, 2021; Chudori, 2023: 228).

Bagi seseorang yang terindikasi sebagai simpatisan PKI atau memiliki kedekatan
dengan PKI, maka ia dan keluarganya akan dianggap sebagai pengkhianat negara
(Chudori, 2023: 48). Alam sebagai anak dari Hananto Prawiro, seorang wartawan yang
dituduh berafiliasi dengan PKI, menjadi bertanya-tanya akan kesalahan yang dilakukan
ayahnya sehingga ia harus mendapat label anak pengkhianat negara. Padahal ketika
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terjadinya peristiwa G30S PKI, Alam belum dilahirkan, namun seolah nasib dirinya
sudah ditentukan jauh sebelum ia dilahirkan (Chudori, 2023: 52). Begitu pula dengan
nasib para eksil yang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang ke Indonesia karena
paspornya dicabut, mereka pun dianggap sebagai pengkhianat negara (Chudori, 2023:
56).

“Yang aku ingat, menurut Yu Bulan, Bapak dianggap bagian dari
gerombolan pengkhianat-atau paling tidak pendukung atau simpatisan-
karena dianggap berkawan atau berasosiasi dengan PKI. Bahwa Om
Nugroho, juga Om Dimas - kakak Om Aji- Om Tjai, dan Om Risjaf
adalah kawan-kawan Bapak yang tak bisa pulang ke Indonesia ketika
semua sedang menghadiri konferensi di Chile; bahwa mereka semua
dianggap sebagai butir-butir kerikil dalam sepatu yang perlu
disingkirkan karena mengganggu kenyamanan rumit Orde Baru.”
(Chudori, 2023: 77)

Stigma pengkhianat negara menjadi sebuah bayang-bayang kelam bagi anak
keturunan tapol maupun eksil. Pengarang memberikan sebuah gambaran melalui sudut
pandang anak keturunan tapol yang menjalani kehidupan sosial dengan label pengkhianat
negara. Label pengkhianat negara bagi Alam adalah merupakan sebuah siksaan. Alam
selama bertahun-tahun harus membiasakan diri untuk menerima dengan lapang dada
segala bentuk tindakan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Stigma anak keturunan
tapol PKI yang terbentuk di masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa afiliasi PKI
tidak berperikemanusiaan dan ateisme. Anggapan ini sering diperbandingkan dan
dibenturkan dengan pandangan bahwa orang yang beragama adalah orang yang baik
(Putra et al., 2018: 293).

Selama ayah Alam belum ditemukan keberadaannya, aparat terus menggali
keterangan melalui keluarga terdekatnya. Narasi pengarang, tentang kekejaman aparat
selama proses penginterogasian yang dialami Ratna Surti Anandari (Ibu dari Alam),
dikisahkan melalui sudut pandang Bunga Kenanga, kakak tertua Alam. Proses interogasi
diceritakan dilakukan pada sebuah markas di Jalan Budi Kemuliaan (Chudori, 2023: 159).
Selama satu bulan lebih Bunga Kenanga dan adik-adiknya harus tidur di markas tersebut
dan menemani ibu mereka yang diinterogasi setiap hari. Di akhir narasi tentang
kekejaman aparat, pengarang menyelipkan nilai historis berupa pentingnya menulis
sejarah G30S dari sisi korban atau penyintas.

2. Bersih diri dan Bersih Lingkungan

Pada tahun 1980 muncul istilah “bersih diri” dan “bersih lingkungan’ sebagai upaya
untuk menelusuri jejak seseorang dari pengaruh paham komunis. Konsep bersih diri
adalah kebijakan pemerintah Orde Baru dalam mengawasi dan membina para mantan
tapol PKI dengan melakukan skrining melalui pengisian formulir. Skrining ini dilakukan
tidak hanya kepada mantan tapol namun juga pada lingkungan keluarga. Proses skrining
dilakukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika mantan tapol atau
keluarganya ingin melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan. Istilah bersih diri
diberlakukan bagi para mantan tapol dan bersih lingkungan diberlakukan untuk keluarga
atau keturunan tapol (Munsi, 2016: 30), seperti Segara Alam.
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“.Dan setelah itu, perlahan-lahan aku juga mempelajari ternyata
hukuman itu berlaku tanpa henti terhadap keturunan tapol dan eksil,
baik dalam bentuk teror mental maupun stigma yang akhirnya
diperkenalkan kepada kami dengan nama indah "bersih lingkungan™
dan "bersih diri* (Chudori, 2023: 77).

Sebenarnya istilah bersih diri dan bersih lingkungan merupakan penafsiran masyarakat
atas kebijakan skrining mental ideologis yang dikeluarkan menteri dalam negeri (Ahmad,
2013: 423). Hasil skrining ditulis dalam sebuah surat pernyataan bersih diri dan bersih
lingkungan (Chudori, 2023: 229; Munsi, 2016: 30). Berbagai kebijakan yang dikeluarkan
olenh pemerintah Orde Baru untuk mengkampanyekan pengawasan dan pembinaan
terhadap mantan tahanan politik. Pengawasan dan pembinaan tersebut merupakan bentuk
pembatasan politik dan sosial yang harus mereka terima sebagai konsekuensi dari
pembebasan mereka (Krisnadi, 2001: viii) dan tentu saja sangat mempengaruhi
kehidupan para mantan tapol. Untuk menghilangkan jejak pengawasan tidak sedikit
keturunan tapol ini berganti identitas misalnya dengan membuang nama keluarga di
belakang nama mereka, sebagaimana Om Aji yang tidak mau mencantumkan nama
Suryo pada kartu identitasnya.

“... Tetapi karena Om Aji sejak awal sudah menggunakan KTP yang
mengabaikan nama keluarga "Suryo”, maka sejauh ini Om Aji merasa
aman-aman saja.” (Chudori, 2023: 229)

Banyak mantan tapol yang sedapat mungkin menyembunyikan identitas sebagai mantan
tapol kepada lingkungan sosial bahkan kepada keturunannya. Tindakan transmisi memori
ini memang lebih bersifat pragmatis agar keturunannya kelak dengan mudah
mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak (Ahmad, 2018: 299).

3. Pengawasan terhadap Bacaan Rakyat

Salah satu upaya pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan stabilitas nasional
adalah dengan mengontrol bacaan yang beredar di masyarakat. Pada masa Orde Baru
pelarangan buku masih dilakukan serampangan oleh berbagai instansi dengan tetap
melibatkan pihak militer. Wewenang pelarangan dan pengawasan praktis masih dipegang
oleh Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Antara tahun 1968 hingga 1977 Kejaksaan Agung sebagai pemegang wewenang,
telah mengeluarkan 10 surat keputusan pelarangan. Semenjak itu Kejaksaan Agung
makin aktif mengeluarkan surat keputusan pelarangan (lgbal, 2019: 69).

Pada awal tahun 1981 pemerintah mengumumkan sejumlah buku yang
dilarang peredarannya dengan alasannya masing-masing. Saat itu
Kejaksaan Agung mempunyai wewenang yang luas sekali hingga
pelarangan peredaran buku pun menjadi urusannya. Dari tahun ke tahun
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mereka biasanya akan mengumumkan daftar buku yang dilarang
beredar dengan alasan "meresahkan masyarakat™ (Chudori, 2023: 270).

Lembaga pemerintah seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui
instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI No 1381/1965 melarang
penggunaan buku-buku pelajaran yang dilarang oleh oknum-oknum dan anggota
ormas/orpol yang dibekukan. Buku-buku tersebut antara lain buku karya Soepardo SH.,
Utuy Tatang Sontani. Rivai Apin, Rukiyah, Panitia Penyusun Lagu Sekolah Jawatan
Kebudayaan, dan buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer (Ricklefs, 2001: 616; Tim
Peneliti PR2Media, 2010: 51). Buku-buku karya penulis Lekra seperti Sugiati Siswadi,
Utuy Tatang Sontani dan Pramoedya Ananta Toer, yang bukan buku pelajaran yaitu
sebanyak 52 buah buku harus dibekukan (Chudori, 2023: 260). Di antara penulis Lekra,
karya Pramoedya Ananta Toer paling banyak, yaitu 12 buah novel (Chudori, 2023: 306).
Tidak hanya bukunya yang dilarang, namun Pramoedya Ananta Toer pun terpenjara
akibat karya sastra yang ditulisnya (Wahyuni, 2020: 466).

4. Petisi 50

Pada tahun 1980 sebanyak 50 orang warga negara Indonesia menyatakan
keprihatinannya sebagai reaksi dan tanggapan atas pidato Presiden Soeharto (Abdullah &
Lapian, 2012: 61; Chudori, 2023: 316). Di masa itu, dimana suhu politik Indonesia
memang sedang memanas, Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya tentang
pentingnya dilakukan penyederhanaan partai politik dan beberapa persoalan yang
menyebabkan situasi politik memanas salah satunya tentang dwi fungsi ABRI. Pidato
presiden Soeharto tersebut mendapat tanggapan yang diajukan di depan Sidang
DPR/MPR oleh 50 warga negara Indonesia. Mereka merasa khawatir dengan isi pidato
Presiden Soeharto dan berharap para wakil rakyat menanggapi dengan serius isi presiden
Soeharto tersebut. Akan tetapi, pernyataan 50 tokoh masyarakat tersebut tidak
mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tertera pada kutipan
berikut ini.

Apalagi menurut Mas Fahri, ada dua kecenderungan yang dituduhkan
kepada siapa saja yang berani mengkritik pemerintah. Pertama, kritik
mereka dianggap menentang Pancasila (padahal isi kritiknya bisa saja
tentang kebijakan impor atau berbagai lisensi bisnis yang hanya
dipegang satu-satunya kelompok) atau alternatif kedua: Si Pengkritik
pasti PKI, atau sejenisnya, yang kekiri-kirian begitulah. (Chudori,
2023: 317).

Mereka yang melancarkan kritik justru mendapat sangsi sosial, politik dan
ekonomi. Sangsi dapat berupa pembatasan-pembatasan hak sipil dalam bentuk larangan
mengikuti tender pemerintah, larangan memperbaharui izin usaha; larangan mengisi
acara di TVRI; larangan bepergian ke luar negeri; larangan menghadiri pertemuan yang
dihadiri presiden atau pejabat pemerintah, hingga pemutusan hubungan kerja bagi
pengajar di perguruan tinggi atau sebagai wartawan (Ricklefs, 2001: 616). Sangsi tersebut
kemudian dikenal dengan istilah cekal.
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Novel Namaku Alam merupakan karya terakhir dari Leila S. Chudori. Berdasarkan
hasil penelusuran belum ditemukan adanya kajian terhadap novel ini, baik dengan
menggunakan pendekatan New Historicism ataupun pendekatan lainnya. Temuan tentang
refleksi sejarah Orde Baru dalam novel Namaku Alam dapat memberikan sudut pandang
berbeda, yang mungkin tidak terekam dan tercatat dalam dokumen sejarah resmi. Dalam
novel Namaku Alam, narasi peristiwa sejarah Orde Baru disusun menggunakan sudut
pandang tapol PKI dan keluarganya. Mereka mengalami perlakuan diskriminatif akibat
stigma negatif yang disosialisasikan pemerintah Orde Baru.

Munculnya stigma negatif seperti “pengkhianat negara” menjadi pijakan bagi
masyarakat untuk melakukan tindakan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif tersebut
ternyata menimbulkan dampak traumatis tersendiri bagi para tapol dan keluarganya.
Dampak traumatis inilah yang tidak banyak ditemukan dalam dokumen sejarah. Untuk
itu, penggunaan pendekatan new historicism dalam penelitian ini dapat mengungkap
narasi-narasi yang tersembunyi dan tidak ditemukan dalam dokumen sejarah, serta dapat
menambah wawasan sejarah seputar masa Orde Baru.

Simpulan

Novel Namaku Alam karya Leila S. Chudori ini bertemakan kehidupan seorang
anak keturunan tapol PKI yang harus berjuang menerima diskriminasi dan stigma negatif
sebagai anak pengkhianat negara. Seperti karya Leila S. Chudori sebelumnya, novel ini
pun ditulis tidak berdasarkan imajinasinya semata, akan tetapi berdasarkan hasil
penelitian pengarang terhadap beberapa fenomena sosial politik dan peristiwa sejarah
yang terjadi di Indonesia. Penggunaan teori New Historicism terbukti dapat membantu
dalam mengungkapkan fakta sejarah yang termuat di dalam karya sastra. Sebuah
peristiwa sejarah dan dinamika sosial yang terjadi, memiliki andil dalam membangun teks
novel agar dapat dijadikan sebagai alternatif salah satu sumber dalam penulisan sejarah
Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis data, peristiwa sejarah Orde Baru yang ditemukan dalam
novel Namaku Alam meliputi penangkapan orang-orang yang memiliki keterkaitan
dengan PKI beserta stigma negatif yang diterimanya; kebijakan bersih diri dan bersih
lingkungan; pengawasan terhadap bacaan rakyat; dan petisi 50. Pada novel Namaku Alam
ditemukan fakta sejarah hanya disebutkan secara eksplisit saja seperti ketika membahas
petisi 50. Untuk itu, pembaca dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar sejarah
Indonesia agar dapat memahami jalan cerita pada novel tersebut. Fakta-fakta sejarah yang
tergambar dalam novel Namaku Alam menawarkan pengetahuan dan pemahaman sejarah
baru khususnya tentang perlakuan diskriminatif yang diderita para tapol dan
keturunannya, yang tentu tidak banyak ditemukan dalam dokumen sejarah. Dalam kisah
yang dihadirkan dalam novel Namaku Alam, Leila S. Chudori menyatakan perlu
dilakukannya pembaharuan dalam historiografi sejarah Orde Baru agar peristiwa sejarah
tersebut dapat ditulis secara utuh. Keterbatasan sumber sejarah dapat disiasati dengan
menjadikan karya sastra sebagai salah satu dokumen dalam penyempurnaan sejarah Orde
Baru.
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